DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 18 TAHUN 2024
TENTANG

KLASIFIKAS] INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEFPALA DINAS KOMUNIKASE, INFORMATIKA, DAN STATISTIK
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menimbang

Mengingat

a.

—

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) hurul b
Peraturaty Gubernur DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016
tentang  Layvanan  Informasi  Publik, menetaplkan

fmenentukan suatu informasl publik dapat diakses publile

atau tidak berdasarkan pengujian tentang konsekuensi:
bahwa berdasarkan hasil wii konsekuensi yang dituangkan
dalam Lembar Pengujian Ronsekuensi Nomeor
SO59/HM.10.02 Tahun 2023 tanggal 29 Desembor 2023,
Keputusan Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatila,
Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan
Kepala Dinas Dinas Komunikasi, Informatika, Dan Statistik
Provinsi Dacrah Khusus [buketa Jakarta tentang Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakaria perlu di ubah:

bahwa Lerdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalksud
pada huruf a dan b perlu menctapkan Keputusan Kepala
Dinas HKomunikasi, Informatika, Dan Statistik teniang
Klasilikas! Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Provinsi
Daerah Khusus ITbukota Jakarta tahun 2024;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang
Pemerintehan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagai lbukota Negara Kesaluan Republik Indonesia
{bembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nemor
93, Tambashan Lembaran Negara Republik Indoniesia Nomor
4744,

Undang - Undang MNomor 14 Tahun 2008 lentang
Ketlerbukaan Informasi Publil (Lembaran Negara Republik
Indomesia Tahun 2008 Nomor 61, Tembahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoissia
Tahun 2014 Nemor 244, Tambahan Lembaran Negars
IRepublik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telal




Menetapkan

KESATU

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor & Tahun 20233 tentang Penetapan  Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara  Republik  Indonesia Talhun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
G856);

4, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 lentang Administrasi
Pemenntahan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebaganimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor & Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penpganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negarn Republik
Indpnesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan Undang — Undang Nomor 14 Tuhun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Momor 599, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149;

6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor |
Tahun 2021 tentang Standar Lavanan Informasi Publik
{Henta MNegara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);

7. Peraturan Daerahh Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Thuketa Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi
Dazrah Khusus [bukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201,
Tambahat Lembaran Daerah Provinsl Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2005) scbhagsimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentung
Perubahan' atas Peraturan Dacrah Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi Dae¢rah Khusus |bukota Jakarta (Lembaran Daerah
Provinsi Dacrah Khusus Ibukola Jakarta Tahun 2019 Nomor
201, Tambahan Lembaran Dasrah Provinst Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 2007);

B. Peraturan Gubernur Provinai DK! Jakarta Nemor 175 Tahun
2016 tentang Layanan Informasi Publik (Berita Dacrah
Provinsi Dacrak Khusus |bukota Jakarla Tahun 2016 Nomar
12117)

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, DAN
STATISTIK PROVINS] DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TENTANG KLASIFIKASI INFORMAS] YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAN KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2024

Menetapkan Kiasifikasl Informasi yang Dikecualikan Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus [bukots Jakarta sebagaimana tercantum
dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Dinas Komuntkasi, Informatika, dan Statistik

[ |

Anit.



KEDUA © Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud
dalam Dikium KESATU menjadi acuan bagi setiap Pernngkat
Daerah dan Unlt Kerja Perangkat Daerah di Linglungan
Pemerintah Provinsi Daerah Khusus [buketa Jakarta dalam
pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik

KETIGA : Pada saat Keputusan Kepals Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik ini mula berlaku, Keputusan Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Nomor 32 Tahun 2022 tentang
Perubahan Atas Keputusan Kepals Dinas Dinas Komunikasi,
Informatike, Dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta tentang Klasifikasi Informasi Yang Dikecualikan Provinsi
Daerah Khusus hukeota Jakarta, dicabut dan dinvatakan tidak
berlaku

KEEMPAT . Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Tnformatika, Dan Statistik
ini mulai berlaku pada tangegal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tangzal 30 Januan 2024

Pll. KEPALA DINAS KOMUNIKASL, INFORMATIKA DAN
STATISTIK PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMAS] DAN
DOKUMENTASI PROVINS| DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

~ S SIGIT WIJATMOKO

Tembusan:
1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Para Kepala Perangkat Dacrah/ Unit Kerja Perangkat Daerah Provins DK1
Jakarta




Lampiran

Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika,

Dan Statistik Provinsi Dacrah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor
Tanggal

: 16 Tehun 2024
30 Januar 2024

KLASIFIKAST INFORMASI YANG DIKECUALTKAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DASAR HUKUM
NO INFORMASI PENGECUALIAN KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Pribadi
| | Data Pribadi Masyarakat . Pasal 85 Undang-Undang 'a. Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apahila

pada Dokumen Administrasi Nomor 23 Tahun 2006 penyvalahgunaan data informasi pribadi mendapat
dan d&tﬂhaﬁﬂ EiEtEITI ien Lﬂng Hdm‘iniﬁl’r&si iﬂl’ﬂ[‘ﬂlﬂﬂl pﬂbﬂdi Pmduduk pﬁrﬁfﬂljuﬂn '[Er'[uljg
informasi yang meliputi: NIK, Kependudukan; seseorang; dan dari yang
Alamat, Sidik JEI'L Iris Mﬂ'tﬂ.. . Paszal 17 huaruf Undang— L'-'-. DHI}HJ- Tl'll‘.'ﬂll?"ll'ﬂ.l]k:i:'l_ﬂ' bEl'SBﬂgkﬂtﬂIl.
Tanda Tangan, Riwayat dan Endang Nemar 14 Tahun gtigelan dm:' pemilik
ST 2008 tentang data pribadi yang
Konde Sngsnta Reiuasgd, Keterbukaan informasi bersangkutan
Riwayst Heschatan (rexsin Publik; dan | S
medis)], Eﬂkemngvﬂank, Aa.et, . Undang-Undang Nomer
Pt-:n:[ak:-ata.n, Hasil EVE;I‘LEI&B.:] 19 Tahun 2016 tentang
Kapabilitas, Intelekiualitas Perubahan atas Undang-
dan Rekomendasi Undang Nomor 11 Tahun
Kemampuan, Catatan yang 2008 tentang Informasi
berkaitan dengan pendidikan dan Transaksi Elektronik.
formal maupun pendidikan
nonlormal. ,

2 Data Pribadi Pegawai dalam . Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapal memimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apabils
dokumen administrasi dan Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
database sistem informasi tE‘HE_H-I'IiE ﬂdm!nlﬂtl‘-ﬂﬁ! informasi pﬂbadi Fﬂgﬂ-“'ﬂin Pgrsﬂmjuan tertulis




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
yang meliputi: NIK, Alamat, Kependudukan; sessorang; dan dari yang
Sidik Jarl, Iris Mata, Tanda . Pasal 17 huruf h Undang- | b Dapat menimbulkan bersangkutan.
Tangan, Riwayal dan Kondisi Undang Nomor 14 Tahun gugatan dari pemilik
Angsota Keluarpa, Riwayat 2008 tentang Keterbukaan data pribadi yang
Kesehatan (rekam medis), lnlhrrnasi Eub].{k; da.n bersanglkutarn.
Rekening Bank, Aset, -/ Uncang bntiehg Senoy
Pendapatan, Hasil evaluasi E,ZE%EE:HEEJHE; t;ﬂt&a;gg-
Kapabilitas, Lntelv..!ktuallt_ﬂﬂ Undang Norior 11 Tahus
dan REkﬂmEndﬂ.ET 2008 tentang Infarmasi
Kemampuan, Catatan yang dan Transaksi Elektronik.
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidilean
nonformal. '

3 | Data Pribadi Anggota Direksi |a. Pasal 85 Undang-Undang |a. Dapat menimbulkan Melindungl data dan Terbuka apabila
dan Angeota Badan Nomor 23 Tahun 2006 penyalahgunaan data | informasi pribadi mendapat
Pengawas/ Dewan Komisaris tentang Administrasi informasi pribadi pegawal, persetujuan tertulis
BUMD/ Perusahaan Kependudukan; | seseorang dan dari vang

. Pasal 17 huruf h Undang- | b, Dapat menimbulkan

Patungan dalam Dolkumen
Administrasi dan database
sistem informasi yang
Meliputi; NIK, Alamat, Sidik
Jari; Tris Mata, Tanda
Tangan, Riwavat dan Kendisi
Anggota Keluarga, Riwayat
Kesehatan {rekam medis),
Rekernung Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas

Undeng Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik; dan

. Undang-Undang Nomaor

19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaks Elekironik.

gugatan dari pemilik
dats pribadi yang
bersanghkutan,

hcrﬂ.an_g[{ma—n.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHA WAKTU

dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan
nonformal.

Data Pribadi Anggota Déwan
Perwakilan Rakyat Dasrah
dalam Dokumen Administras
dan database sistem
informasi yvang Meliputi: NIK,
Alamat, Sidik Jari, Iris Mata,
Tanda Tangan, Riwaval dan
Kondisi Angeota Keluarga,
Riwayat Kesehatan (rekam
medis|, Reksning Bank, Aset,
Pendapatan, Hasil evaluasi
Kapabilitas, Intelektualitas
dan Rekomendasi
Kemampuan, Catatan yang
berkaitan dengan pendidikan
formal maupun pendidikan

| nonformal.

d. Pasal 85 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2006
tentang Administrasi
Kependudukar;

e. Pasal 17 hurufl h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tenfang
Keterbukaan Informasi
Publik; dan

[ Updang-Undang Nomor
19 Tahun 2016 tentang
Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 11 Tahun
2008 tentang Informasi
dan Transaksi Elektronik.

¢. Dapat menimbulkan

penvalahgunaan data
informasi pribadi
gesporang; dan

. Dapat menimbulkan

gugatan dari pemilik
data pribadi yang
bersangkutan,

Melindungi data dan
informasi pribadi.

Terbula apakila
mendapat
persetujuan tertulis
darivang
bersangkutan.

Laporan Hasil Assesment
Pegawali, Hasil Konseling
Pegawai, Hasil Feedback
Pegawai (hasil psikotes, hasil
tes CAT, formulir wawancara,
hasil tes simulasi, hasil

Pasal 17 hurul h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

. Dapat membulka

informasi pribadi
seseorang; dan

. Dapat menmimbutlkan

penyalahgunaan dats
informasi pribadi

Melindungi data dan
informasi pribadi
pegawsl.

Terbuka apabila ada
perintaly pengadilan/
lembaga
pemerinlahan secara
tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
- INFORMASI DIBUKA ] DITUTUP
asesor meeting, laporan S¢sE0Tang.
singkat assesmenl, laporan '
lengkap assessment, laporan
konseling, laporan feedback).

b | Nama Pengguna Kendaraan Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahavakan Mehndungi keamarnan Terbuka apabila ada
pada Daftar Kendaraan Dinas | Undang Nomor 14 Tahun keamuanan Pejabal Pénjabal Pemerintahan. | perintah pengadilan/
Operaszional, 2008 entang Kelterbukaan Pemerintahan. lembaga

Informasi Publik. pemerintahan secara
tertulis.

T | Surat Keterangan d. Pasal 17 hurul h Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi data dan Terbuka apabila
Pembeérhentiéin Penghasilan Undang Nomor 14 Tahun | penvalabigunaan data informasi pribadi. mendapat
(SKPP). 2008 tentang informasi pribadi persetujuan tertulis

ﬁz_t;]i"kmgaan Informasi seseorang. dari yang
- dan 3
e. Pasal 17 hurul i Undang: bersanghutan.
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tenlang
Keterbulsdan Informasi
Publik.

8 | Dokumen Hasil Tes a. Pasal 17 hurul h Undang- (¢. Dapat membuka g, Mslindungi data dan | Terbuks apabila
Pemingtan dan Motivasi Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
dalam rangka preses usulan 2008 tentang _ seseorang; dan pegawai; dan persetujuan tertulis
penganglkatan dalam Jabatan Keterbukaan Informasi d. Dapat mengungkap b. Mengamankan proses | dag yang
Fungsional Publik; hasil evaluasi/seleksi penyusunan bersangkutan.

b. Undang-Undang Nomor 5 terkait dengan kebijakan dalam
Tahun 2014 tentang kapabilitas, rangka porses usulan
Aparatur Sipil Negara, intelektualitas, dan pengangkatan dalam

¢. Peraturan Pemerintah rekomendasi jabatan Fungsional,

Maomor 17 Tahun 2020

k{:mamﬂuan




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

| Nilai hasil ujian Peyesuaian

ljazah /Peningkstan

Pendidikan dan Ujian Dinas.

tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Notor 11 Tahun 2017
Leritang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil; dan
d. Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur
Negard dan Reformasi
Birokrasi Nomor 13
Tahun 2019 tentang
Pengusulan, Penetapan,
dan Pembinaan Jabalan
Fungsional Pegawai

__ Negeri Sipil,

seseorang dalam
rarigha proses usulan
pehgangkatan dalam
Jabatan Fungsonal.

| a. Pasal 17 hurul h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Kelerbukaan Informasi
Publik;

b. Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

¢, Pergturan Pemerintah
Nomaor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomeor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
FPegawal Negen Sipil,

a. Dapal membuka
informasi pribadi
segeorang; dan

b. Dapat mengungkap
hasil evaluasi/ seleksi
terkait dengan
kapabilitas,
intelektualitas, dan
rekomendasi
kemampuan
SeseOrang.

a. Melindung data dan

informasi pribadi
pegawai; dan

b. Mengamankan proses

penyLSunan
lkebijakan.

Terbuka apabila
mendapat
persetujuan tertulis
dari vang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

NO INFORMASI PENGECUALIAN
INFORMASI
10 | Doleument pelaksanagn Ui . Pasal 17 hurufl h Undang-

kompetensi untuk esslon 2,

lerdiri dari:

1) Surat undangan tim
panitia seleksi;

2} Berita Acara tim panitia
seleksi beserta
lampirannya;

3) Nota dinas laporan hasil
uji kompetensi (fobfit)
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

4) Surat usulan/laporan ke
Komisi Aparatur Sipil
MNegara oleh Gubernur;

5) Surat rekomendasi dari
Komisi Aparatur Sipil

Negara kepada Gubsrnur;
6) Lralt SK Pengangkatan,

Pemindahan, dan
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggi
Pratama;

7) Undangsn Pelantikan.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Kelerbukaan Inlormasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 5§

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Persiuran Pemerintah

Nomuor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nemor 11 Tahun 2017
tentang Manajerhen
Pegawat Negeri Sipil.

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

diambil oleh
pimpinan/ pejabat
terkair;

. Dipat mengungkap

hasil evaluasi/seleksi
terkait dengan
kapabilitas,
intelektualitas, dan
rekomendasi
kemampuan

sescorang; dan

. Dapat membuka

informasi pribadi
SESEOTENE.

keputusan oleh
pimpinan/ pejabat
terkait;

b. Melindungi data dan
informasi pribadi
pegawai; dan

¢. Mengamanksan proses
pPENVUSUNAD
kebijakan.

JANGKA WAKTU

DIBUKA DITUTUP
a. Dapat miempengaruhi | a. Menjaga objektifitas | a, Terbuka Sampai
keputusan yang pengambilan Surat Keputusan

Pelantikan
ditetapkan; dan
b: Terbuka apabila
mendapal
peErseiLjuan
tertulis dari vang

bersangkntan.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

11

Dokumen Mutasi Pegawal
dari Luar Pemerintdh Provinsi
DK Jakarta ke Pemerintah
Prewving: DKI Jakarta, terdiri
darn:

1] Surat usulan mutas
beseria lampirannya;

2] Hagil Nilai Tes Psikologi
dan wawancara;

3) Hasll Nilal Tes Substantif;

4) Berita Acarn rapat
penentuan hasil mulasi;

5] Sural usulan mutasi ke
BKN dan Kemendagri
beserta lampirannya;

o} Draft rencana penempatan
pegawal hasil mutasi; dan

7) Draft SK Mutasi pegawai.

Dokumen Perpindahan
Pegawai antar Perangkat
Daerah di lingkungan
Pemerintah Provins: DK
Jakaria karena kepentingan
dinas, 1erdiri dari:

I} dokumen usulan dan
data-data pendukung
mutasi; dan

4) draft 8K perpindzhan

PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
a, Pasal 17 hurul h Undang- | a. Dapat membuka a. Melindungi déata dan | Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapal
2008 tentang SCECOTANE, pegawai; persetujuan tertulis
Keterbukaan Informasi b, dapat mengungkap - Mengamankan proses | dari yang
Publik; hasil-hasil evaluasl penyusunan ol
b. Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan kebijalan. bersanglkutan.
Tahun 20149 lentiang kapabilitas,
Aparalur Sipil Negara; miciektualitas, dan
dan rekomendasi
©. Peraturan Pemerintah kemampuan
Nomor 17 Tahun 2020 sescorang; dan
tentang Perubahan atas | e, Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
Nomor 1| Tabum 2017 pribadi seseorang.
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
a. Pasal 17 huruf h Undang- | a, Dapat membuka . Melindungt data dan | Terbuka apalila
Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi informasi pribadi mendapat
2008 tentang ~ SESE0TANE; pegawal; persetujuan tertulis
Keterbukaan Infarmasi b. dapat mengungkap Mengamankan proses | dur yang
Fublilg hasil-hasil evaluasi penyusunan hersanglkutan,
b, Undang-Undang Nomor 5 schubungan dengan kebijakan.

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

c. Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Taehun 2020

kapatilitas,
intelektualitas; dan
rekomendast
kemampuan

seseorang; dan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pegawai. tentang Perubahan atas c. Dapat menimhbulkan
Peraturan Pemerintah penyalahgunaan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi sesecorang,
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. |

13 | Dokumen Usulan Venfikasi a. Pasal 17 hurul h Undang- | a. Dapat membuka . Melindungi dats dan | Terbuka apabila
dan Validas) Jabatan Undang Nomor 14 Tahun informasi pribadi mformasi pribadi mendapat
Pelaksana, terdiri dari : 2008 tentang SESEOTang; pegawai; persetujuan tertulis
1) Surat Usulan beserta Keterbukaan Informasi b. dapat mengungkap . Mengamenken proses | dari vang

lampirannya; Puhblik; hasil-hasi] evaluasi penyUSUnan herﬁémgkurﬂn.
i : e . |'b, Undang-Undang Nomor 5 achubungan dengan kebijakan,
2) Berita Acara Hasil Verval; b
e : Tahun EDSH tentang kapabilitas,
A iy Sipil N y intelektualitas, d
3) SK Penempatan dalam G sty
Jabatan Pelaksaria (SK ¢. Peraturan Pemerintah kemampuan
Kepala Perangkat Daerah). Nomor 17 Tahun 2020 sescorang; dan
tentang Perubahan atas c. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penvalahgunaan data
Nomer 11 Tahun 2017 pribadi seseorang:
tentang Manajemen
| Pegawai Negeri Sipil.

14 | Dokumen Usulan Evaluast a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat membuka . Melindungi data dan | Terbuka apabila
Kinerja Pegawal Tidak Tetap Undang Nomor 14 Tahun iformasi pribadi informasi pribadi mendapat
terdiri dari : 2008 tentang . SESLOTANG, pegawal; persetujuan tertulis
1} Surat Evaluasi Kinerja Hetﬂ_'bukaﬂn Informasi b, dap_-at me_nglmgkap_r : Mtngﬂmm‘lkan Proses | dari yang

beserta lampirannya; dan Publik; hasil-hasil evaluasi penyusunan bersangkutan.
T b. Undang-Undang Nomor 5 sehubungan dengan kebijakan.
2) Draft SK Perpanjangan ; ;
Kireris Pegawai Tidak Tahun 2014 tentang kapabhilitas,
it Aparatur Sipil Negara; intelektunlitas, dan
ciap. dan rekomendasi




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUELIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
. Peraturan Pémerintah kemampuan
Nomnor 17 Tahun 2020 seseorang; dan
tentang Perubahan atas c. Dapat menimbulkan
Peraturan Pemerintah penyvalahgunasan data
Nomor 11 Tahun 2017 pribadi seseorang.
tenlzang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. . e
15 | Dokumen Usulan Formasi . Pasal 17 hurul h Undang- | Dapat membuka Mensamanksn proses Terbuka apabila ada
Kebutuhan Aparatar Sipil Undang Nomor 14 Tshun | mformasi penetapan kebijakan pengadaan perintah pengadilan/
Negara | Pegawal Negerd Sipil 2008 tentang kebutuhan formasi yang | Calon Aparatur Sipil lembags
dan Pegawai Pemerintah Kelerbukaan Informast qitgtapka_[] oleh Negara. pemerintahan secara
dengan Perjanjian Kerja ) Publik; _ | Kementerian tertulis;
yang meliputi ; . Undang-Undang Nemor 5 | Pendavagunaan ﬂparfimr
g : o Tahun 2014 tentang Negara dan Reformasi
] Surat Usulan Formasi A i : i :
: Aparatur Sipil Negara; Birokrasi.
beserta t&mplra.nr;z_va; din
2} Sur_at Penclapan Formasi . Peratisran Pemeriatah
dari Kemenpan; dan Nomor 17 Tahun 2020
3) Draft SK Penetapan tentang Ferubahan atas
Formasi. Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawa Negern Sipil.
16 | Dokumen data pribadi Calon . Pasal 17 huruf h Undang- | &. Dapat membuka data | Melindungi data dan a. 30 [tiga puluh)

Aparatur Sipil Nepara, terdin
dari -

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang

/ informast pribadi
sescorang; dan

informasi pribaci.

takun;
b. Terbuks apabils

1) Data Administrasi Keterbukaan Informas: b Dapal memnmmbulkan ada perintah
Pelamar: dan Eu];hk; o } pﬁ%vsjgh@naan data pengadilan

2) Berkas Pel Calon a ﬂrlE jﬁgﬂ-ﬂ ‘::1.:[L ten_g n; nnmnr 5 pribadi seseorang. /lemt
Aparatur Sipil Negara. 2 pemerintahan




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BEAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAEKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
Aparatur Sipil Negara; secara lertulis; dan
dan =, Terbuka apabila
. Peraturan Pemerimtah mendap.a'[,
Nomor 17 Tahun 2020 persetujuan
tentang Perubahan atas tertulis dari vang
Peraturan Pemerintah bersangkutan.
Nomer 11 Tahun 2017
lentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.
17 | Dokumen Penetapan dan a, Pasal |7 hurul h Undang- | a. Dapat membuka data | 2. Melindungi data dan | a. 30 (tiga puluh)

pengangkatan schagai Calon Undang Nomor 14 Tahun / informasi pribadi informasi pribadi; dan tahun;

Aparatur Sipil Negara dan 2008 tentang , Seseorang; b. Menghindari adanya . Terbuke apabila

Penietapan pengangkatan l{-:tf:{bul-caﬂn Informasi b. Dapat menimbulkan oknum yvang zkan ada perintah

Calon Pepawal Negeri Sipil Publik; _ . pc_n}_ralghguna.an data menyialahgunakan perigadilan

menjadi Pegawai Negeri Sipil, | ™ Undang-Undang Nomor 3 pribadi sescorang; Surat Keputusan {lembaga

iy 2 Tahun 2014 tentang dan {penetapan). iy
terdin darj : A : 3 pemerintihan
paratur Sipll Negara; c. Dapat menimbulkan .
1] Usulan penctapan Nomuor Han penyalahgunaan secara tertulis.

Induk Pegawsai / Nomor
Induk Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja;

2) Penanjian Kerja Pepawai
Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja ;

3J) Penetapan pengangkatan
sebagai Calon Pegawai
Negeri Sipil menjadi
Pegawsal Negeri Sipil ; dan

4) Keputusan pengangkatan
sebagal Calon Pegawal

r. Peraturan Pemerintah

Nomor 17 Tahun 2020
tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomar 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawal Negeri Sipil.

Surat Kepulusan
(penetapan) yang
melanggar peraturan
perundang-undangan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PFENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Negeri Siptl menjadi
| Pegawai Negeri Sipil.
18 | Dokumen usulan Penerhitan . Pasal 17 huruf h Undang- |a. Dapat membuke data | Melindungi data dan . 30 (tiga puluh)|
Kartu Pegawai/ Kartn Istri/ Undang Nomor 14 Tahun /informasi pribadi Informasi pribadi. lahun:
Kartu Suami beserta 2008 tentang SESCOrang, . Terbuka apabila
lampirannya. Keterbukaan [nformasi . Dapat menimbulkan ada perintah
. Undang-Undang Nomor 5 pribad) seseorang, Jlembaga
Tahun 2014 tentang pemerintahan
":;Eﬁmmr Sipi Negara; sucars tertulis; dan
. Puratiran Peametintali . Terbuka apabila
MNomeor 17 Tahun 2020 mendapat
tentang Perubahan atas perse!.'muan
Peraturan Pemerintah tertulis dari yang
Nomor 11 Tahun 2017 bersanghkutan,
lentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil. N
19 | Dokumen lzin Perceralan . Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapat menghambat . Melindungi proses . Terbuka apahila
Aparatur Sipil Negara, terdiri Undang Nomor 14 Tahun proses penegakan penegakan ada perintah
cari - 2008 tentang hukum; dan hukum;dan pengadilan
1) Surat Usulan atau Keterbukaan Informasi . Dapat mengungkap Melindungi data dan {lembaga
Pengantar dari Perangkat Publik; rahasia pribadi informasi pribacdi. pemerintahan
Daerah: : Undang-Undang Nomor 3 SEseorang. SECATH tertulis; dan
9 : G Tahun 2014 tentang . _ ;
| Surat Panggilan; Srratier- Bl Meswra: : Terbuka apabila
3) Surat Perintah g S R mendapat
Mu!?}kukﬂn Pemeriksaan: | . peraturan Pemerintah persetujusn
4) Bernita Acara Nomtor 17 Tahun 2020 tertiilis dari yang
bersangkuran,

Pemeriksaan:;

teritang Perubahan atas




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENS]/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEA

DITUTUP

JANGHEA WAKTU

5) Surat Laporan Hasil
Pemeriksaan,

6) Surat Keterangan dari
BP4 atau Helaas;

7] Surdt Keterangan PM 1
dari Kelurabhan atau
Surat Gugatan ke
Pengadilan Agama;

8) Surat Permohonan cera)
vbs ke Kepala Perangkat
Daeral;

g9 Bukt Pembinaan oleh
Perangkal Daerah
kepada Pegawai Negeri
Sipil;

10) Salinan Akta Nikah;

11) Salinan SK Pangkat
Terakhir;

13} Keputusan Permohonan
lzin Perceraian;

13) Perivampaian Keputusar
Permohonan lzin
Perceraian,

14} Berita Acara Serah
Terima Keputusan
Permohonan Izin
Perceraian,

15) Pengantar Dari

Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

Perangkat Dacrah vbs
telah cerai;

16} Akta Ceral dari
Pengadilan Agama;

17] Berita Acara Serah
Terima Ke Pusdatin vbs
telah cerai,

20

Dokumen Penanganan
Pelanggaran Kede Etik dan
Rads Perilaku, terdir] dari @

1] Laporan Pengadusn,

2) Informasi pelapor
pengaduan;

3] Informasi terlapor
pengaduan,

4| Bukti pengaduan;

5) Undangan Panggilan
pemeriksaan, permintaan
keterangan, dan
PeTTVILTIPalan
rekomendasi;

6] Surat tindak lanjut
pengaduan;

7] Benrita Acara
Pemeriksaan;

8) Keputusan Pejabat vang
bersangkutan tentang
Penjutuhan Sanksi Moral;

. Pasal 17 huruf h Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Pubhk;

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
dan

. Peraturan Pemerintah

Noemar 17 Tahun 2020
tenitang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah
Nomor 11 Tahun 2017
tentang Manajemen
Pegawai Negerl Sipgnl.

‘a. Dapat membuka

informasi pribadi
seseorang; dan

. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
pribadi seseorang,

Melindung] data dan
informasi pribadi
Pegawai.

Terbuka apabila ads
penntah pengadilan
[lembaga
pemerintahan secara
tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
dan
9) Berita Acara Penyerahan
Keputusan.
21 | Dokumen Pengaduan a. Pasal 17 huruil h Undang- | a. Dapat membula: Melindung data dan a: Terbuka apahila
Indisipliner Pegawai, lerdir Undang Nemor 14 Tahun informasi pribadi mformasi pribadi ada perintah
dari 2008 tentang seseorang; dan pPegawal. pengadilan
1) Pengaduan indisipliner Relerbukaan [nformasi b. Dapat memmbulkan Jlembaga
pegawai: | Publik; penyalahgunaan daia pemerintahan

2) Surat Panggilan/ Sural b. Undang-Undang Nomor 5 pribadi sescorang. secara tertulis; dan
Klarifikasi: Eﬂhml ROk Fe:nta.ng. b. Terbuka apabila

. - patrarur Sipil Negara;

3} Tindak lanjut perigaduan e mendapat
indisipliner pegawai; c. Peraturan Permerintah perm:ll:uj i

1) Jawaban pengaduan Nomor 17 Tahun 2020 tertulis dari yang
indisipliner pegawai; tentang Perubahan atas bersanghutarn.

5) Berita Acara Klanfikasi/ Peratiran Pemerintah
Pemeriksaan Pengaduan Nemor 11 Tahun 2017
Fegawai; tentang Manajemen

6) Laporan Hasil Pegawal Negeri Sipl.
Klarifikas:/ Pemeriksaan
Pegawai;

7] Informast Pengadu;

8] Informasi teradu/
pegawal; dan

9) Surat Panggilan/ Surat
Klarifikasi. o

22 | Dokumen Pemberhentian a. Pasal 17 huruf h Undang- | a. Dapal membuka Melindungi data dan Terbuka apabila

Sementara dan Pengaktilan

Kembali Pegawai, terdiri dari:

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang

informasi pribadi
seseorang: dan

indormas) pribach
pegawal.

mefndapal
persetujuan tertulis




DASAR HUKUM

KONSEEUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
1) Usulan pemberhentian Kelerbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan dari vang
sementara pegawai; Publik; penyalahigunaan data bBersangkutan.
2) SK Pemberhentian b. Undang-Undang Nemor 5 pribadl seseorang.
Sementara Pegawai: TEi..hLlﬂ- ﬂﬂ]:i E.EntiELng
3] SK Pengektifan Kembali gﬁﬂmm Sipil Negara;
Pegdwal yang ¥ _ :
diberhentikan sementara; | © ridcsbesior Pemem:uah
4) Hailan ped fan Nomar l‘?_Tahyn 2020
; Eﬂl-:_m tentang Perubahan atas
kahalt PeAWRl yang Peraturan Pemernintah
diberhentikan sementara; Norior 11 Tahun 2017
dan tentang Manajemen
D) Berita Acara Penverahan Pegawai Negeri Sipil.
| Keputusan, '
23 | Data Klaim BPJS Casomix. Pasal 17 huruf h dan i o, Dapat membuka Melindungi data dan Terbuka apabila
Undang-Undang Nomor 14 informasi pribadi informasi pribadi mendapat
Tahun 2008 teniang seseorang; dan pegawai, persetujuan tertulis
Keterbukaan Informasi b. Dapat menimbulkan dar yang
Prlslik. penyalahgunaan data bersangkutan.
pribadi sescorang. | N '
24 | Root Cause Analysis (Laporan | a. Pasal 47 avat (1) dan (2) #, Dapat membuka Melndungi data dan Terbuka apabila

Analisis akar masalah
ingiden keselamatan pasien).

Undang — Undang Nomor
29 Tahun 2004 tentang
Praktek Kedokteran;

b. Pasal 17 huruf h dan i
Undang - Undangan rio
14 takun 2008 tentang
Keterbukaan Iriformasi
Publik; dan

¢. Pasdl 44 aval (1) Undang

informas: pribacdi
pegawal.

informas: pribadi
SeSeorang; dan

br. Dapat menimbulkan
penyvalahgunaan data
pribadi seseorarng.

mendapat
persetujuan tertulis
dari yang
bersangkutan.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
- Undang Nomaor 44
Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit. !
35 | Berita Acara Hasil Khinik Pasal 17 hurul h Undang- . Dapat menimbulkan | Melindungi data dan Terbuka apabila
Konsultansi Pendampingan Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaasn data | informasi pribaci mendapat
Tugas Perangkat Daerah. 2008 tentang Keterbukaan informasi pribadi pegawai, persetujuan tertulis
Informasi Publik. seseorang; dan dari yang
. Dapat menimbulkan bersangkutan.

gugatan darl pemilik
data pribadi yang
bersangkutan.

26

Data Laporan kasus
Tunturan Pembendaharaan
dan Tuhtutan Ganti Rugi.

Pasal 17 hurufa, h dan i
Undang-Undang Nomor 14
Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik.

. Dapat mengganggu

proses penegakan
hukum; dan

. Dapat menimbulkan

penyalahgunaan data
informasi pribadi
SCSCOTang.

4. Melindungi proses
pencigakan
hukum;dan

b. Melindungi data dan
informasi pribadi.

a. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintahan
secara tertulis; dan

b, Terbuka apahila
mendapat
persetujuan
tertulis darl yang
bersanghkutan.

27

Lokasi Rumalh Aman [Rumah

Perlindungan Korban
Perdagangan Manusia).

a. Pasal 17 huruf axdan b
Undang-Undang Nomer
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Puhblik; dan

b. Pasal 3 Peraturan
Lembaps Perhindungan

. Menghambat proses

penyelidikan dan
penyidikan suatu
tindakan pidana;

. DGapar mengganggu

proses penegakan
hukum; dan

a. Melindung: proses
penegakan
hukum;dan

b. Melindung data dan
informasi pribadi.

Sampei dengan
adanya puiusan atas
penyidikan yang
dilakulan,




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA I DITUTUP
Saksi dan Korban ¢, Dapat menimbulkan
Republik Indonesia penyalahpunasan dala
Nomor 3 Tahun 2011 mlormasi pribadi
tentang Standar dan seseaTang.

Informasi Industri dan Perdagangan

Pengelolaan Rumah Aman
Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban

28 | Data Industri dan Data “Pasal 35 Perda 4 Tahun | Dapat merugikan Melindungi kawasan Terbuka apabila ada
Kawasan Industri. 2018 tentang Perindustirian. | kepentingan perusabiaan. | teritoridl dan persaingan | perubahean dasar
tidak sehat. hukum atau atau
lerbuka apabila
mendapat perintah
tertulis dari
pengadilan ) lembaga
pemerintahan,
20 | Data laporan hasil penpujian | Pasal 17 hurul b Undang- a. Dapat menimbulkan Melindungi laperan hasil | Terbuka apalbila
procuk Bahan dan Barang. Undang Nomor 14 Tahun potensi pengujian milik mendapat
Teknik, Produk Kerajinan 2008 tentang Keterbukaan PF“}'.HLHPEUUM'H oleh | perusahaan/ pelanggan. | persetujuan dari yang
dan Tekstil, dan prodilk Informasi Publik pihak-pihak yang Lersangkutan.
M'EUI"G}!-'JE,I tidak bETWEﬂE.IIE. dan
o b, Dapat menimbulkan
persaingan usaha
vang lidak sehat
30 | Data penilaian hasll kurasi Pasal 17 hurul b Undang- a. Dapatl meaimbulkan Mengamankan hak atas | Terbuka apabila ada

terkait produk Usaha Mikra,
Keeil dan Menengaly,

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

persaingan usaha
vang tidak sehat; dan
b. Dapat mengganggu

kekayaan inteleklual dan
menghindan persaingan

perintah pengadilan/
lembaga
pemerintzhan secara




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN EAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
Informasi Publik. kepentingan usaha tidak sehat. tertulis,
perlindungan hak
atas kekayaan
intelelctual,
31 |Laporan hasil rapat tahunan | Pasal 17 huruf i Undang- Dapat menimbulkan Melindung dokumen a. Terbuka apabila
anggota Koperasi. Undang Nomor 14 Tahun potensi penvalahgunaan | yvang bersifat rahasia. ada perintah
2008 tentang Keterbukaan data oleh phak-pihak pengadilan /
Informasi Publik. vang tidak berwenang. lembaga
pemerintahan
secarg tertulis; dan
b. Terbuka apabila
mendapal
persetujuan dart
peserta
rapat/angsota
koperasi yang
hadir secara
tertuhis,
32 | Laporan Keuangan Koperasi, | Pasal 17 buruf b Undang- g. Dapat menimbulkan | Mengamankan hal atas  [a. Terbuka apabila
Undang Nomor 14 Tahun persaingan usana kekayaan intelektual dan ada perintah
2008 rentang Keterbukaan vang tidak sehat; dan | menghindari persaingan pengadilan/
Informasi Pulblik. b, Dapat mengganggu usaha tidak sehat lembaga
kepentingan pemerintahan
perlindungan hak socara tertulis; dan
atas kekayaan b, Terbuka pada saat

mielektual.

Rapat Angeota
Tahunan




DASAR HUKUM g
= INFORMASI PENGECUALIAN HONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK JANGIA WAKAT
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
33 | Berita Acara Pemasangan Pasal 17 huruf b Undang- Dapal mengganggu Melindungi data dan |a. 5 Tahun; den
«dan Pembuka Garis Undang Nomor 14 Tahun kepentingan informasi kegiataan b. Terbuka apabila
Perngamanan Barang. 2008 tentang Keterbukaan periindungan hak atas | badan usaha. ada perintah
Informas] Publik. kekavaan intelektual dan pengaililan /
memicy persaingan lembaga
usaha tidak sehat pemerintahan
secara tertulis.
Informasi Ketenagakerjaan
34 | Kasus ketenagakerjaan yang | Pasal 17 hurula Undang: a. Melanggar asas a. Melindungi data Sampai dengan
masih dalam proses, Undang Nomeor 14 Tahun praduga tak bersalal; pribadi pihak yang adanya putusan
2008 tentang Keterbukaan dan berperkara; dan pengadilan,
Informasi Publik. b. Mengganggu proses b. Melindungt alat bulkti
hukum. pada kasus hukum,
35 | Nota Pemeriksaan yang Pasal 17 huruf b Undang- Dapal menggangou Melindungi data vang a. Sarmpai dengan
berbubungan dengan Pasal | Undang Nomer 14 Tahun perlindungan usaha dar | bersifal rahasia bagi dilaksanakannya
&4, Pasal 65, dan Pasal 66 2008 tentang Keterbukaan persaingan yvang tidak perusahaan, ketentuan yang
Undang-Undang Nomor 13 Informasi Publik. sehat. HL;:_& d*; ’:_”L:
" sebut; dan
T o o
ada perintah/ izin
tertulis dari
lembagsa
pengadilan/
| I — pemerintah,
36 | Materi Perselisihan a. Pasal 17 huruf a Undang- | Dapat menimbulltan Melindung identitas Sampai dengan
Hubungan Industrial. Undang Nomor 14 Tahun | potensi peayalahgunaan | informan dan pelapor selesainya kasus.
2008 tentang Keterbukaan | informasi oleh pihak- pada pihak-pihak vang
Informasi Publik; dan pihak vang tidak




lampirannya,

DASAR HUKUM EKUE IMBAN
NO INFORMASI PENGECUALIAN ROnR HEl/ FERE Gl RAS FURLIX JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
b. Undang-Undang Nomor 2 | berwenang. sedang berselisih.
Tahun 2004 tentang
Penvelesaian Perselisihan
- Hubungan Industrial, —
' Informasi Persuratan dan Memorandum Internal
37 | Dokumen pelaksanaan a. Pasal 17 huruf b dan i Dapat mempengaruhi Menjaga objekiifitas | Bampai Surat
Baperjab, terdiri dari: Undang-Undang Noemor keputusan yang diambil | pengambilan keputusan | Kepulusan Pelantiken
14 Tahun 2008 tentdn 0 impi ja leh pimpinan jabat | ditetapkan.
1) Usulan dan Jampiran Reterbikesn normnss. | Lour e PREHRL | 9ICH £PNAn PrER AR
SKPD; Publik; ' o
2] Surat undangan Baperjaly |\, Undang-Undsirig Nomor 5
3} Berita Acara Baperjab; Tahun 2014 tentang
4) Nota dinas hasil laporan Aparatur Sipil Negara;
Baperjab; ¢. PP Nomor 17 Tahun 2020
5] Nota dinas permohonan lentang Perubshan atas
melantik; Peraturan Pemerintah
6) Drafl SK Pengangkatan, Nomor 11 Tahun 2017
Pemmdahﬂq, tentang Manajemen
Pemberhentian dalam Pegawal Negeri Sipil; dan
Jabatan Administrasi; o, Papatisran Gliberar
7) Undangan Pelantikan; dan | Numor 40 Tahun 2017
8) Draft 8K Pemberhentian tentang Badan
pejabat Struktural karena Pertimbangan Jabatan
mengundurkan diri. dan Kepangkatan,
38 |Dokumen pelaksanaan g. Pasal 17 hurufhdan i la, Dapat membuka a. Menjaga objektifitas Terbuka apabila
Seleksi Terbuka, terdin duri: Undang-Undang Nomor mformasi pribad; pengambilan mendapat
. = i 14 Tahun 2008 tentang seseorang; dan keputusan; dan persetujuan tertulis
1) Berita Acara Tim Panitia Keterbukaan Informasi b Dapat mengungkap b. Melindungi proses dari vang
Seleksi Terbuka beserta Publik; hasil evaluasi/ seleksi PETNYVUSLNAT herﬁanglﬂltﬂn




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2] Nilai hasil seleksi akhi;  |b. Undang-Undang Nomor 5 lerkait dengan kehijakan, (berdasarkan Pasal 18
3) Nilal hasil assessment, Tahun 2014 tentang kapahililas, Avat (2) huruf a
4] Nilal hasil wawancara; Aparatur Sipil Negara; dan inlelektualitas, dan Undang-Undang
5] Nilai hasil penulisan ¢. PP Noamor 17 Tahun 2020 rekomendasi Nomor 14 Tahun
makalah; tentang Perubahan atas kemampuan 2008 tentang
6) Nilai rekam jejak; Peraturan Pemerintah sesearang. Keterbukaan
7) Hasil tes kesehatan dan Nomor 11 Tahun 2017 Informasi Publik)
Narkolia; tentang Manajemen o
&) Surat usulan/ laporan ke Pegawai Negeri Sipil.
KASN oleh Gubernur;
9] Surat rekomendasi KASN
untuk Gubernur;
10) Nota dinas laporen hagl
seleksi
11} Draft SK Penganghkatan,
Pemindahan,
Pemberhentian dalam
Jabatan Pimpinan Tinggl
{(Madva/Pratama);
12) Surat usulan penetapan
JPT Madya 3 (tiga) besar
dari Gubernur kepada
Presidert; dan
13) Undangan Pelantikan. - L, .
39 | Draft Surat Rekomendasi lzin | Pasal 17 hurufl h dan i Dapal mempengariihi Menjaga objektifitas a. Sampai surat
Prinsip Tempat Ibadah. Undang-Undang Nomar 14 keputusan vang diambil | pengambilan keputusan rc’[mrﬁcndas;{
lerseut

Tahun 2008 tmt-_&ﬁ'g
Keterbukaan Informasi
Publik.

oleh pimpinan/ pejabat
terkait.

oleh pimpinan/ pejabat
terkait.

ditandatangani dan
ditetapkan; dan
b. Terbuks apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
mendapit
persetujuan
tertulis dari
pemohon
) = rekomendasi,
40 | Draft Surat Rekomendasi Pasal 17 huraf h dan i Dapat mempengarihi Menjaga objektifitas 4. Sampai surat
hibah: Undang-Undang Nemar 14 keputusan yang diambil | pengambilan keputusan rekomendasi
Tahun 2008 tentang oleh pimpinan/ pejabat | oleh pimpinan) pejabat tersebut )
Keterbukaan Informasi terkait. terkait, fdﬁ_:ﬂ;]difﬂﬂggﬂl dan
1o itetapkan; dan
Rzl b Ttrrbl.liﬂ_ apabila
mendapat
persetujuan
tertulis dari
pemohon
| (. rekomendasi.

41 | Lembar Disposisi vang Pasal 17 huruf | Undang- Dapal mengganggu Menjaga objektivitas Terbuka apabila ada
menurut sifat suratnya Undang Nomaor 14 Tahun proses pengambilan proses pengambilan perintah pengadilan/
rahasia. 2008 tentang Keterbukaan keputusan terkait keputusan terkait lembaga

Informasi Publilk. kebijakan publik. kebijakan publik. pemerintahan secars
tertulis.

42 | Naskah dinas vang menurut | Pasal 17 hurufli Undang- Dapat mengganggul Menjaga objcktivitas Torbuka apabila ada

sifatnya rahasia.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

proses pengambilan
keputusan terkait
kebijakan publik.

proses pengambilan
ksputusan terkait
kebijakan publik.

perintah pehgadilan/
lembaga
pemerintahan secara
rertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

RAPBD.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publile.

proses pengambilan
keputusan rerkait
kehijakan publik.

proses pengambilan
keputusan terkait
kebijakan publik.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
__ INFORMASI DIBUKA DITUTUP
43 | Berita Acara Pembahasan Pasal 17 huruf i Undang- Dapal mengganggu Menjaga objektivitas Terbuka apabila ada

perintah pengadilan/
lembaga
petnerintehan secara
tertulis.

Data Bufferstock Logistik.

Pasal 17 huruf 1 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dapat menimbulkan
penyvalahgunaan data

‘a, Mehndungi data dan

mformasi terkait
ketersediaan
bufferstock; dan

b. Mengamankan proses

penyusunan kebijakan

4. 1 Tabun; dan
b. Terbuka apabila
ada permtah
pengadilan/

lembags
pemerintahan
‘gecara tertulis,

Informasi Penegakan Hukum

Pasal 17 huruf a Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 1entang Keterbukaan
Informasi Publik.

Dapal mengganpggul
proses penegakan
hukum.

Melindungi proses
penegakan hulum.

Sampai dengan
adanya puiusan atas
penyidikan yang
dilakukan.

47

45 | Berlkas Berita Acara
Penyidikan vang dilakukan
oleh PPNS.

46 | Isi Laporan Dugaan

Penerimaan CGratifikasi.

Pasal 17 hurul a Undang-
Undang Nomer 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan

Informasi Publik.

Dapat mengganggu
proscs penegakan
hukcam.

Melindung: proses
penegakan hukum.

Sampai dengan
adanya putusan alas
penyidikan vang
dilakukan.

Isi Laporan Hasil
Pengawasan.

a. Pasal 17 huruf a angka 1
dan 2 Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbulkaan
Informasi Publile; dan

a. Menghambat proses

penyelidilkan dan
penyidikan suatu
tindakan pidana; dan

by. Dapat mengganggu

Melindungi proses
penegakan hukum,

Sampal dengan
penyelidikan hasil
perigawasan selesai,




DASAR HUKUM KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBURKA DITUTUP
b. Pasal 14 Ayat (4) proses penegakan
Peraturan Gubernur hukum.

Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 93
Tahun 2017 tentang
Penanganan Pengaduan

Masyarakst. —— _
Isi Laporan Pengaduan ¢. Pasal 17 hurufaangka 1 |a, Menghambat proses Melindungi proses Sampai dengan
Pungutan Liar. dan 2 Undang-Undang penvelidikan dan penecgakan hukum. penyelidikan

Nomor 14 Tahun 2008 penvidikan suatu pengaduan selesai.

tentang Keterbukaan tindakan pidana; dan

Informasi Publik; dan b. Dapatl menpgganggy

d. Pasal 14 Avat (4) proses pencgakan

Peraturan Gubernur hukum.

Provinsi Daerah Khusus

Thukota Jalkarta Nomor 93

Tahun 2017 tentang

Penanganan Pengaduan

___Masyarakat. n
Dokumen Penjatubian da. Pasal 17 huruf b dan i a. Menghambat proses a. Melindungi proses &, Terbuka apabila
Hukuman Disiplin ASHN, Undang-Undang Nomor penvelidikan dan’ penegakan hulkum; mendapat
terdirt dari: 14 Tahun 2008 tentang penyvidikan penegakan dan persttujuan
' ' Keterbukaan Informasi hukum; dan b. Melindungi rahasia tertulis dari vang
1) Surat Usulan atau Publik; dan b. Dapat membuka pribadi seseorang. bersanghkutan; dan
Pengantar darn SKPL; . Undang-Undang Nomor 5 informasi pribadi b. Terbuka apabila
2) Surat Panggilan; Tahun 2014 tentang SesOrang. ada perintah
3) Surat Tugas Pemeriksaan; Aparatur Sipil Negara. pengadilan /
4} Berita Acara Pemeriksaan; lembaga
5) Laporan Hasil pemerintahan
Pemertksaan; |  segara tertulls.




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

6) Nota Dinas Permohonan
Disposisi Penjatuhan
Hukuman Disiplin;

7) Nota Dinas Permohonan
Penandatanganan
Rancangan Keputusan
Gubernur tentang
Penjatuthan Hukuman
Disiplin;

8) Keputusan Gubernur
tentang Penjatuhan
Hukuman Bisipling

9] Penyvampaian Kepitusan
Gubernur kepada SKFD
terkait; dan

10] Berita Acara Serah Terima.

50

Dokumen Pengaduan
(Pelacehan Beksual), terdiri
darl:

1) Laporan Pengaduan,

2] Informas: pelapor
pengaduarn;

3 Informas: terlapor
pengaduan;

4] Bukt pengaduan;

5) Undangan Panggilan
pemeriksaan dan/
permintaan keterangan;

B) Surat tindak lanjut

. Pasal 17 huruf hdan |

Uindang-Undang Noemaor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbulcaan Informasi
Publik;

. Undang-Undang Nomor 5

Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negarg; dan

. Buratl Edaran Gubernar

DRI Jakarta
No.7/SE/2021] tentang
Pencegahan dan
Penanganan Tindakan
Pelecehan Seksual di

. Menghambal proses

penvehdikan dan

penyvidikan penegakan

hukum; dan

. Dapat membuka

informasi pribadi
sesorang.

a. Melindung: proses
penegalan hukum;
dan

k. Melindung rahasia
pribadi seseorang.

. Terbuka apabila

mendapat
persetijuan
tertulis dari yang
bersangkutan; dan

. Terbuka apabila

ada perintah
pengadilan /
lembaga
pemerintahan
secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pengaduan; Linglungan Kerja
7) Berita Acara Pemprov DKI Jakarta.
Pemeriksaan/ Bentla
Acara Kiarifikasi; dan
A) Lapepran Hasil
Pemeriksaan/ Laporan
Hasil Permintaan
Keterangan. . |
51 |Surat pangeilan Aparat Pasal 17 hurafa Undang- a. Menghambat proses a. Melindungi proses Sampal dengan
Penegak Hukum dan bukti Undang Nomor 14 Tahun penvelidikan dan penegakan adanya putusan atas
dukung yang sedarng dalam 2008 tentang Keterbukaan penyidikan suatn hukum;dan penyidikan yang
pruses penegakan hukum., Informasi Publik. tindakan pidana; b, Melindung data dan | dilakukan.
b. Dapat mengganggn informasi pribadi.
proses pencgakan
hukum; dan
¢, Dapat menimbulkan
penyalzhpunsan data
informas pribadi
sESe0Trang.
52 | Status hukum gedung dan Pasal 17 huruf | Undang- Dapat menimbulkan Melindungi Keamanan Terbuka apabila ada

bangunan yang masih dalam

proses pengesahan dokumen.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Kelerbukaan
Informasi Pubilik.

penyalahpunaan data.

Data dan Informasi
Status Gedung dan
Bangunarn.

perintah pengadilan/
lembaga
pemerintahan secara
tertulis.




NO

INFORMASI

DASAR HUHKUM
PENGECUALIAN

KONSEEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

INFORMASI

DIBUKA

DITUTUP

JANGKA WAKTU

Informasi Telekomunikasi dan Teknologi Informasi

53 | Kenfiguras jaringan Pasal 17 huraf ¢ Undang- a, Dapat membahayakan |a. Melindungi Terbuka apabila ada
telekornunikasi balaikota dan | Undang Nemor 14 Tahun pertahanan dan pertahanan dan perintah [/ izin tertulis
rumeh dinas: 2008 Tahun Keterbukaan keamanan Negara; keamanan Negara; dari lenibaga

Informasi Publik, dan dan _ pengadilan |
b. Depat mengungkap b, Melindung pemerintah.
rahasia strategl dan kerahasiaan badan
persandian. puiblike.

54 | Infrastruktur Data Center a. Pasal 17 huruf j Undang- | Dapat menimbulkan Melindungi/ Terbuka apabila ada
Undang Nomor 14 Tahun | tindakan kriminal, mengamanlkan perangkal | perintah/ 2 tertulis
2008 tentang Keterbukaan | perusakan, dan dan data. dari lembaga
Informasi Publik; pencurian data, pengadilan/

b. Pasal 30, Pasal 32 s5.d. 37 pemerintah.
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 1entang
Informas! dan Transaksi
Elektronik; dan
c. Pasal 31 Undang-Undang
Namor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas
Undang-lndang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik. | i
55 | Management server dan a. Pasgel 17 hurufl j Undang- | Dapat menimbulkan Melindingi/ Terbuka apabila ada

Operating System

b. Pasal 30, Pasal 32's.d, 37

Undang Nomor 14 tahun
2008 tentang Keterbukaan |
Informasi Publik;

tindakan leriminal,
perusakan, dan
pencurian data.

mengamankan perdngkat
dan data.

perintah / izin tertulis
dari lembaga
pengadilan,




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronile

perlindungan hak aitas |

kekayadn intelektual;
dan

b. Dapat menimbulkan

tindakan kriminal
{perusakan dan
pencurian data),

kekavaan intelektual,
dan

b, Melhndungi/mengama

nkan peranghkat sérta
data.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
Undang-Undang Nomor pemerintah.
11 tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Eleltronik; dan
¢. Pasal 3] Undang-Undang
Womaor 19 Tahun 2016
tentang Perubahan atas
Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi
Elektronik.
56 | Lokasi Data Center dan DRC. | Pasal 25 Undang-Undang Dapat menimbulkan Melindungi/ a. Selama data center
Nomor 11 Tahun 2008 tindakan kriminal, mengamankan perangkat masih digunaskan;
tentang Inforniasi dan perusakan, dan dan data. dian .
Transaksi Elekironik, pencurian data. b. Terbuka apabila
' ada perintah/ 1zin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/
| . pemerintah.
57 | Lokssi Server. Pasal 25 Undang-Undang a. Dapat menggangu g, Melindungi hak atas  a. Belama server

masih digunakan;
dar

i, Terbuka apabila

ada perintah/ izin
tertulis dari
lembaga

pengadilan/
pemerintah,




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

KO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
58 | Intermnet Protocal / IP Address  |a. Pasal 17 huruf j Undang- | Dapal menimbulkan Menjaga /melindungt hak | Terbiuka apabila ada
Private. Undang Nomor 14 Tahun | percobaan penerobosan/ | akses. perintah/ izin tertulis
2008 tentang Keterbukaan | penyalahgunaan hak dari lembaga
[nformasl Publik; dan aleges: pengadilan /
b. Pasal 30 Undang-Undang pemerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
— Transaksi Elekuronik. | e :
59 | Bandwidth Managemeni. a. Pasal 17 huruf ¢ Undang- | Dapat menimbulkan Mengatur kestahilan Terbuka apabila ada
Undang Nomor 14 Tahun terjadinya pengsunaan banduwidif perintahy/ 1zin tertulis
2008 tentang Keterbukaan penvaelahgunaan dari lembaga
Informasi Publik; dan leapasitas bandwidth di pengadilan/
b. Pasal 30 Undang-Undang | 1y keterituan, pemerintah.
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaksi Elektronilk.
6l | Topologl Jarnngan Komputer | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat memimbulkan Mehndung/ Terbuka apabila ada
[LAN, WAN]. Undang Nomor 14 Tahun tindakan kriminal, mengamankan perangkat | perintah)/ lzin tertulis
2008 tentang Keterbukaan perusakan, dan dan data. dari lembaga
Inlormasi Pulbilik pencuran data, pengadilan/
pemerintakh.
61 | Kode Akses Blektronik Pasal 1 angka 16 Undang- Dapat menimbulkan Merijaga keamanan Kode | Terbuka apabila ada

(Passward Aplikasi E-Gov
Pemprov DKI Jakarta).

Undang Nomor 19 Tahun
2016 tentang Perubahan

atas Undang-Undang Nomor

11 Tahun 2008 tentang
Informas dan Transaks:

Elekironik.

terjadinya
penyalahpgunaan oleh
pihak lain,

Alimos Elektronik.

perintah/ izin tertulis
dari lembaga
pengadilan,/
pemernintal,




DASAR HUKUM

HKONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

4

| dan obvek vital lainnya.

Undang Nomaor 14 Takun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi

Publil.

pertahanan dan
keamanan negara.

dan kearmnanan negara.

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
62 | Sistem Management Database |a. Pasal 17 huruf ¢ dan Dapat menimbulkan Menjaga kemanan Terbuka apabila ada
(Database Web Server), huruaf | Undang-Undang terjadinya databasge. perintaly/ izin tertulis
Nomor 14 tahun 2008 penvalahgunaan oleh dari lembaga
tentang Keterbukaan pihak lain. pengadilan/
Informasi Publik; dan pemerintah,
b. Pasal 1 angka 16 Undang-
Undang Nomor 12 Tahun
2016 tentang Perubahan
atas Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2008
tentang Informasi dan
Transaks: Elektronik.
63 | Lokasi CCTV pada area Ring | Pasal 17 huruf ¢ Undang- Dapat membahavakan Melindung pertahianan a, aclama CCTV

masih digunakan/
berlalou: dan

b. Terbuka apabila

ada perintah/ izn
tertulis dar

lembaga
pengadilan/
pemerintal.

| Frekuensi Radio Trunking.

Pasal 17 hurufl ¢ Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 eniang Keterbukaan
Informasi Pubhik.

Dapat menimbulkan
gangguan dan alur
komunikasi terputus.

Meminimalisir gangguan
frekuensi radio dan alur
komunikasi.

a. Selames frekuensi

radio masih

digunakan/

berlaky; dan

b. Terbuka apabila

ada perintah/ izin
tertulis dari
lembaga
pengadilan/




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
pemeriniah,
Informasi Lingkungan Hiduap
65 | Data hasil analisa . Pasal 17 huruf b Undang- | Dapat mengungkapkan Menjamin tidak Terbuka apahila

laboratorium atas Sampel Air

dan Udara Konsurrien
{Pribadi/ Perusaliaan)
Laboratprium Lingkungan,

Undang Nomoar 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informas: Publik; dan

. Sertifikat Laboratorium

Lingkungan Hidup Daerah
Provinsi DRI Jakarta No.
LP-126-1DN yang
ditetapkan. tanggal 2
September 2019 dan
beriaku hingga |
September 2024,

rahiasia konsumen.

terjadinve prakiek
persamegan usaha tidak
sehal,

mendapat
perselijuan teriulis
dari konsumen vang
bersangkulan
(bterdasarkan Pasal 18
Avat (2) huruf a
Undang-Undang
Noemor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan
Informasi Publik).




DASAR HUKUM

KONSERKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGEA WAKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
Informasi Aset
66 | Status Hukum Tanah vang a. Undang-Undang Nomor Dapat menimbulkan Melindungi Kearnanan Terbuka apabila ada
terdiri atas: Nama Pemilik, 14 Tahun 2008 tentang penvalahgunaan data. Data dan Informasi perintah pengadilan/
Dasar Hukum Kepemilikan, Ketorbukaan Informas Stalus Tanuh. lembaga

Lokasi, dan Luas Tanah.

Publik;

b. Pasal 34 Ayat (2]

Peraturan Pemerintah
Nomor 24 Tahun 1997
temtang Pendaltarun
Tanah; dan

¢. Pasal 19] ayat (1) dan (2)

Peraturan Menteri
Agraria/ Kepala Badan
Pertanahan Nasional
Nemar 3 Tahun 1997
tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah.

pemerintabian secars
tertulis.

Informasi Peta Objek Sarana

&7

Peta Utilitas Prasarana dun
Larana Kota.

Pagal 17 hurafl b Undang-
Undang Nomar 14 Tahun
2008 lentang Keterbukaan
informasi Publhil.

a. Dapat mengungkap

rahasia perusahaan;
b. Dapal menimbulkan

persaingan bisnis

tidak sehat; dan

Meliridungl data dan
Informasi perusaliaan,

a. 5 tahuty dan
b, Terbuka apabila

ada perintah
penpadilan/
lembagpa




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

JANGEKA WAKTU

NO INFORMASI PENGECUALIAN B
INFORMASI DIBUEA DITUTUP
€. DHEL menmnmbulkan pemerintahan
gugatan dari pemilik secara tertulis.
data vang
bersangkutan.
68 | Peta hasil ukur dengan objek | Pasal 17 hurul ¢ angka 4, Dapat mengungkap Melindungi kerahasiaan |a. 5 tahun; dan
“Vital Negara". Undeng-Undang Nomor 14 instalasi objek vital ohjek vital negara. b, Terbuka apabila
Tahun 2008 wentang TICEATE: ada perintah
Keterbukaan Informasi pengadilan/
Publik. lembaga
pemernintihan
o secara tertulis.
69 | Pata hasil ukur untule a. Pasal 17 huruf b Dapat merugikan Melindungi adanya a. 5 tahun; dan
b

keperluan rencany awal
penjualan/pembelian
tanah / properti oleh
Pemerintah.

Undanpg-Undang Namor
14 Tahun 2008 lentang
Keterbukaan Informasi
Publik; dan
b. Pasal 17 hurmaf e anglka 4

Undang-Undang Nomor
14 Tghun 2008 tentang
Keterbukasn Informasi
Publik

ketdhanan ekonoml
nasional.

penvalahgunaan data
pengadaan tanah.

Terbuka dapabila
ada perintah
pengadilan
lembaga
pemeriniahan
secara tertulis.

Informasi Intelijen dan Operasi

70 | Dokumen atau informasi Pasal 17 huruf a Undang- Mengungkapkan Melindung! strategi, a. 30 Tahun; dan
pemantauan situasi wilayah | Undang Nemor 14 Tahuri dokumen yang memuat | intelijen dan operasi vang b, Terbuka apabila
yang terdiri dari: 2008 tentang Keterbukaan tentang strateg, dijalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota Informasi Publik Intelijen dan operasi pengadilan/

Tim; “yaLng dijalankan lembaga




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUEKA DITUTUP
2} Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirim; secara tertulis.
3} Laporan/Surat
Pelaksanaan Pemantauan
Situasi Wilayah; dan
‘4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
71 | Dokumen /Informasi Pasal 17 huruf a Undang- Mengungkapkan Melindung) strategi, a. 30 Tahun; dan
Penanganan Konflik Sosial, Undang Nomor 14 Tahun dokumen yang memuat | intelijen dan operasi yang |b. Terbuka apabila
tiaerdiri dari: 2008 tentang Keterbukaan tentang strategl, dijalankan ada perintah
1) Susunan/Nama Anggota Informasi Publik | Intelijen dan operasy pengadilan/
Tim; ' yang dijalankan tefabaga
2) Surat Tugas/Mandat dari pemerintahan
Instansi Pengirim; secara tertulis:
3) Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Penanganan Konflik
Sosial; dan
4) Naskah/Dokumentasi
Rapat
72 | Dokumen/Informasi Pasal 17 hurufa Undang- Mengungkapkan Melindung strategi, a. 30 Tahun; dan |

Pemantauan Orang Asing,

Organisasi Masyarakat Asing

dan Tenaga Kerja Asing,

terdin dari:

1] Susunan /Nama Angpota
Tim;

Undang Namar 14 Tahun
2008 tentang Kelerbukaan
Informasi Pubilik

dokumen vang memuat
tenlang strategi,
Intelijen dan operasi
yvang dijalankan

intelijen dan operasi yang
dijalankan

Terbuka apabila

ada perintah

pengadilan/
lembaga
pemermntahan
secara tertulis,




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

2] Surat Tugas/Mandat dari
Instans Pengirim;

3] Laporan/Surat
Pelaksanaan Tugas
Pemantauvan Orang Asing,
Ormas Asing dan Tenaga
Kerja Asing; dan

4] Maskah/Dokumentasi
Rapat

73

Dokumen/Informasi Cipta
Kondisi, terdiri dari:

Pasal 17 hurul a Undang-
Undang Nomar 14 Tahun

Mengungkapkan

dokumen yang memual

Melindungi strategi,
intelijen dan operasi yang

. 40 Tahun; dan
. Terbuka apabila

1) Susunan/Nama Anggota | 2008 tentang Keterbukaan tentang strategi, dijalankan ada perintah
Tim: Informasi Publik Ln[i:.lijl’_ll'll dan operasi pengadilan /
21 Surat Tugas,/Mandat dari vang dijalankan lembaga
instansi Pengirim, pemerintalian
3} Laporan/Surat secara tertulis.
Pelaksanaan Tugas Cipta
Kondisi; dan
4] Naskah/Dokumentasi
Rapat :
Informasi Teknis Bangunan Gedung
74 | Informasi Kondisi Bangunan | Pasal 17 huruf 1 Undang- ¢, Dapat mengungkap Melindungi kerahasiaan . 5 tahun; dan
(Gedung Pemerintah Daerah. | Undang Nomor 14 Tahun kondisi sarana dan proses pelaksanaan . Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan prasarana, serta data | perawatan/ ada petintah
Informasi Publik, =tail kerusakan pemeliharaan oleh pengadilan /
gedung aset pemeda pengguna bangunan lembaga
varig dapat gedung negara o intahan

MCTIEgATIEELL Proscs




DASAR HUKUM

KONBEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHKA WAKTU
INFORMASI] DIBUKA DITUTUP
pengeunaan gedung secara tertulis,
dan pelaksanaan
perawatan/ pemelihar
aan gedung; dan
d. Dapat memmbulkan
penyalahgunaan data
informasi ohjek
bangunan gedung
negara
75 | Dokumen Persetujuan Pasal 17 huruf h dan i a. Dapat mengunghap Melindungi data dan a, 5 tahun;
Rencana Teknis Bongkar / Undang-Undang Nomor 14 rahasiz pribadi / informasi pribadi atau b. Terbuka apabila
Demolisi bangunan. Tahun 2008 tentang perusahaarn; perusahaan. ada perintah
Keterbukasan Informasi b. Dapat menimbulkan pengadilan/
bl penyalahgunaan data lembaga
informasi pribadi / ]?Emﬂ.riﬂt_ﬂhﬂ.ﬂ
P‘? msahaa.rll; fan secara tertulis; dan
¢, Dapat memimbulkan ;
‘gugatan dari pemilik . T'erbukg apabila
data yang mendagaL
bersangkutan. persetujuan
tertulis dari yang
o bersangkutan.
76 | Dokumen dan kajian telknis | Pasal 17 huruf'h dan i a. Dapat mengunghkap Melmdungi daa dan a. 5 tahun;
Hasil Survei Bangunar. Undiéng-Undang Nomor 14 rethasia pribadi / informas: pribadi ataw b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tenting perusahaan; perusahaan. ada périntah
Keterbukasn Informasi b. Dapatl menimbulkan pensadilan /
Publik. penyalshgumann Hata lembaga
intormasi pribadi / pemerintahan

¢. Dapat menmimbullean

perusahaan; dan

secara fertulis; dan
Terbuka apabila




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBEUKA DITUTUP
gugatan dari pemilik mendapat
data yang persetujuan
bersangkutan, tertulis dari vang
 beérsanglkutan.

77 | Data Teknis Bangunan Pasal 17 huraf b Undang- a. Mengungkap kondisi |a. Mengamankan hak a. 5tahun; N
Gedung vang terdiri dan Undang Nomor 14 Tahun sarana dan glas kekayaan b. Terbulka apahils
Teknis arsitektural, struktur | 2008 tentang Keterbukaan prassrana, serta data inteiektual dan ada perintiah
dan mekanikal elektrikal, Informasi Publik. detail bangunan menghindari pengadilan/

gedung vang dapat persaingan usaha lermbaga
menimbulkan tidak sehat; dan pemerintalian
penyglahgunaan b Melindungl datn dan secara terfulis; dan

informasi detail teknis
bangunan gedung,

inlormasi pribadi

¢. Terbuka apabils

b, Dapat berpontesi mr.:ndap:at
menimbilkan perserajuan
gugatan dari pemilik tertulis dar vang
bangunan gedung; bersangkutan.
dan

c. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelcktual

78 | Dokumen Hasil Kajian Pasal 17 hurul b dan i 4. Mengungkap kondisi | a. Mengamankan hak a. 5 wmhung
Pertelaan. Undang-Undang Nomor 14 sarang dan atas kekayaan b. Terbuka apabila
Tahun 2008 tentang prasarana, scrta data intelektual dan ada perintah
Keterbukaan Informasi detail bangunan menghindari pengadilan/
Publik. gﬂdulng vang dapat Eﬁrsmngﬂn usaha lembaga
mernimbualkan tidak sehat; dan pemerintahan

penvalahpunaan

b. Melindung data dan




NO INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORNMASI

KONSBEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGHKA WAKTU

informusi detail teknis
bangunan gedung;

b, Dapat berpontes:
menimbtilkan
gupatan dan pemilik
bangunan gedung;
dan

¢. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektusl

informasi pribadi

secara tertulis; dan

c. Terbuka apalla

mendapat
persetujuan
tertulis dard vang
bBersanglkutan,

Informasi Keuangan

79 | Dokumen 5PJ Kenangan

yang belum di audit.

. Pasal 17 hurul b Undang-

Undang Nomuor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Pasal 17 hurul h angka 3

Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi
Publik;

. Pasal 17 hurul | Undang-

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informasi

a, Dapat menimbulkan
polensi
penyalahgunaan oleh
pihak-pihak yang
tidak berwenang;

b, Dapat monimbulkan
persaingan usaha
vang ldak sehat;

c. Dapat menimbulkan
penyalahgunaan data
informasi pribadi
sesecorang; dan

d. Dapat mengganggu
kepentngan
perlindungan hak

a. Mengamankan hak

atas kekayaan
intelektual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

. Melindung data dan

itnlorrnasi pribadi

a, Terbuka sampal

Andit Keuangan
Sclesal; dan

b. Terbuka apahbila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemerittahan
secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMAS] DIBUKA DITUTUP
atas kekayaan
intelektnal
80 | Burat Pengesahan Pasal 17 hurufl i Undang- Dapat menimbulkan . Menghindari ‘a, 10tahun; dan
Pendapatan Belanja dan Undang Nomor 14 Tahun penvalahgunaan data: penyalahgunaan b, Terbuka apabila
Pembiayaan (SP2BF) Badan 2008 tentang Keterbukaan informasi; ada perintah
Lavanan Umum Daerah Informasi Publilk. . Menghindan pengadilan/
penq;ﬂ:rihum':_m data pemerintaban
dan Tnfunnasl; dm? gecara tertulis.
. Menjaga lkeakuratan
data dan mfermas
81 | Surat Perintah Pencairan Pasal 17 huruf | Undang- Dapat menimbulkan . Menghindari a. 10 tahun; dan
Dana (SP2D). Undang Nomor 14 Tahun penvalahgunaan data. penvalahgunaan b. Terbuka epabila
2008 tentang Ketsrbukaan - informasi; arlz Imﬁn[ah
Informasi Publik. . Menghindari pengadilan/
lmkcl'imﬁn dalam lermbiaga
g"‘ndim;ﬂhui'.md:im pemerintahan
an informasi, e :
. ‘Meajaga keakirater secara tertulis.
data dan informasi
82 | Surat Penyediaan Dans Pasal 17 hurul i Undang- Dapat menimbulkan . Menghindari a. 10 tahun; dan
Undang Nomor 14 Tahun penyalahgunaan data, penyalahgunaan b Terbuka apabila
2008 tentang Keterbukaan informasi; ada perintah
Informasi Publik. . Menghindari pengadilan/
kekellrufm dalam lembapa
pendistribusian data nemerintabisn

dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
83 | Laporan Keuangan a. Pasal 17 huruf b Undang- | a. Dapal menimbulkan | a. Mengamankan hak | a Terbuka apabila

Pemerintah Provinsi DEI]
Jakarta vang belum diaudit
oleh BPK.

Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbulaan Informasl
Publik;

b, Pasal 17 hurul h angka 3
Undang-Undang Nomor
14 Tahun 2008 tentang
Reterbukaan Informas:
Publik;

c. Pasal 17 huruf 1 Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang
Keterbukaan Informas:
Publik

Ha

Rincian Perjanjian Pinjaman
Daerah kepada Pemerintah
Pusat atau lembaga
keupngan lain.

Pasal 17 huruf i Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

potensi
penyaelohgunaan aleh
pihak-pihak yang
tidak berwenang,

b, Dapat menimbulkan
persaingan usaha
vang tidak sehat;

¢, Dapat menimbulkan
penvalahpunasn datla
informasi pribadi
sesenrang; dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
atas kekayaan
intelektual

atas kekiyvaan
intelekiual dan
menghindari
persaingan usaha
tidak sehat; dan

b. Melindungi data dan
informasi pribadi

hasil audit sudah
di tetapkan melalul
Peraturan Daerah;
dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pemenntithan
secara rertulis,

g, Mengamankan
kerahasigan dan
keamanan informasi
yang mungkin terkait
dengarn proyek atay
kebijakan pemerintah
dacrah;

b. Dapat mempengaruhi
negosiasi dan strategi
pemerintah dalam
kesepakatan pinjaman
mendatang: dan

Melindungi pelaksanaan
kebijakan keuangan
daerah.

a. Terbuka sampai
ASA Perjanjiarn
pinjaman seiesai;
dan

b. Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/
lembaga
pernerintabian
secara tertulis,




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

c. Dapat mempengaruhi

kesuksesan/keberhasi)
an kehijakan karena

pengungkapan terlalu
dini

Informasi Proses Perizinan

&5

Dokumen persyaratan
administrasi dan teknis
perizinan/ nonperizinan,

Pasal 17 hurul b, hural g,
dan humf h Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan
Informas) Publik.

. Dapat menghambat

proses pencrhitan izin;

. Dapat menimbullin

penvalahgunaan data
informasi pribadi; dan

. Dapat menimbulkan

gugatan dan permilik
data yang

bersanghkutan,

4. Menjaga objektivitas
hasil penclitian dan
penilaian perizinan;
dan

b. Melindungi data dan

inlormasi pribadi.

Terbuka apahila:

a. ads izin dari
pemohon
‘pHerizinan;

b. ada permintaan/
périntah dari
aparat penegak
hukum: dan

c. ada perintah/ izin
tertulis dan
lembaga
pengadilan/
pemerintah,

Dokumen Persyaratan pada

Dokumen Arsip Perizinan

Ruang dah bangunan yang

meliputi' ;

1) lzin Mendirikan Bangunan
(IME];

2} Sertifikat Laik Fungsi
[SLF);

3) Kelayakan Mengsunakan

Pasal 17 huruf h Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publik.

. Dapat menghambat

proses penerbitan
i

. Dapat menimbulkan

penyalahgunaan data
informasi pribadi; dan

. Dapat menimbulkan

‘gugdtan dari pemilik
dita yang

a. Menjaga pbjektivitas
hasil penelitian dan
penilaian perizinan,
dan

b, Melindung data dan
informas: pribadi.

a. 5 tahun; dan

b Terbuka apabila
ada izin darl
pemohion
perizinan;

¢. Terbuka spahbila

ada permintaan/
perintab dari
aparal penegak




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGHA WAKTU
INFORMASI DIBUEA DITUTUP

Bangunan [KMB); bersangkutan. | hukum; dan

4) l=in Penggunaan d. Terbuka apabila
Bangunan (IPB}; ada perintah

5) Keterangan Selesai pengadilan /
Membangun (KSM); lembaga

B) Iein Pendahuluan (1P); pemeriniahan

7) lzin Pandasi, Izin Pelaku
Teknis Bangunan [IPTB),

8) Izin Perpanjangan
Penggunaan Bangunan
(IPPE].

secara tertalis.

87 | Dokumen Persyaratan pada Pasal 17 hurul h Undang- a. Dapatl menghambat a. Menjaga objektivitas a. 5 tahumn; dan
Dokumen Permohonan Undang Nomor 14 Tahun proses penerbitan hasil penelitan dan b, Terbuka apabila
Legalisir/Salinan Perizinan, | 2008 tentang Keterbukaan izin; pentlalan perizinan; ada izin dari

Informasi Publik. b. Dapat menimbullkan dan pemohon
penvalahsunaan data | b. Melindungi data dan penzinan;
informasi pribadi; dan infortnasi pribadi. ©. Terbuka apabila:

c. Dapat menimbulkan ada permintaan/
gugatan dari pemilik perintah dari
data yang aparal penegak
bersangkutan. hukum; dan
d. Terbuka apabila
ada perintall
pengadilan/
lembaga
pemerintahan

secara tertulis.




DASAR HUKUM

KONSEKUENSI/ PERTIMBEANGAN BAGI PUBLIK

pendistribusian data
dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan informasi

NO INFORMASI FENGECUALIAN JANGHEA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP

Informasi Pelaksanaan Tupoksi Lainnya Yang Masih Dalam Proses

#8 | Dralt Naskah Rancangan a. Pasal 6 ayat (3) hurul e Dapat menyebabkan . Menghindari Terbuka apabila
Regulasi/ Kebijakan Publik Undang-Undang Nomor pendistribusian dats dan penyalahpunaan sudah memasuki
vang belum disahkan. 14 Tahun 2008 tentang informasi vang tidak informasi; tahap Konsultasi

Keterbukaan Informasi valid atau tidak tepat . Menghindari Pulidik
Publik; keke%i_mgn l:l.:qlii_m

b, Pasal 17 huruf i dan j pﬂﬂ[!iﬂ_t]‘lhu-ﬁif%ﬂ data
Undang-Undang Nomor dan ?nfﬂrmasi, ¢an
14 Tahun 2008 tentang . Menjaga kﬂﬁ'lmr;m;m

data dan informasi

Keterbukaan Informasi
Publii;

89 | Draft Surat Perjanjisn Kerja | Pasal 17 hurufi Undang- Dapsat menyebabkan . Menghimdari Terbuka apabila
Sama vang masih dalam Undang Nomor 14 Tahun pendistribusian data dan penyalahgunaan Sural Peganpan Kerja
prosss. 2008 tentang Keterbukaan | informasi yang tidak informasti; Sama selesal

Informiasi Publik. valid atay tidak epat. . Menghindar) ditandatangani oleh
kekelirnan dalam kedua belah pihak

Informasi Pengadaan Barang dan Jasa

Q0

Dokumen Penawaran Telknis:

| Pasal 17 hurul b Undang-

Undang Nemor 14 Tahun
2008 tentang Keterbuliaan
Informasi Publilk.

| &. Dapat menimbulkan
potensi
penyvalahgunaan oleh
pihak-pihak yang
bidak berwenang;
b. Dapat memmbulkan

. Mengamanlan hak

atas kekavaan
imtelekiual dan
menghindari
tidak sehat; dan

. Melindungi data dan

5 tahun; dan

=

b. Terbuka apabila

ara perintah
pengadilan/
lembaga
pemerintabhan




NO

INFORMASI

DASAR HUKUM
PENGECUALIAN
INFORMASI

HKONSEKUENSI/ PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK

DIBUEKA

DITUTUP

JANGEA WAKTU

persaingan usaha
vang tidak sehat;

¢. Dapat menimbulkan
penvalahgunaan data
informasi pribadi
seacorang,; dan

d. Dapat mengganggu
kepentingan
perhindungan hak
atas kekayaan
inteloktual

mlormasi pribadi

a1

Gambar/Desain pada
Lampiran Kontrak.

Dokumen Legalitas 'Pr:n‘_m:dﬁ._
terdiri dari:
1) Akta Perusahaan; dan

Pasal 17 huruf b Undang-
Undang Nomor 14 Tahun
2008 tentang Keterbukaan
Informasi Publilk.

| Pasal 17 huruf b Undang- |

Undarg Nomor 14 Tahun
2008 1entang Keterbukaan

a. Dapal memimbulkan
polens
penyvalahgunaan oleh
pthak-pihak vang
tidak berwenang,

b, Dapat menimbulkan

persaingan usaha
vang tidak sehat; dan
c. Dapat mengganggu
kepentingan
perlindungan hak
alas kekavaan
intelektuzl

Mengamankan hak atas

kekayaan intelektual dan
menghindari persammgan
usaha tdak sehat,

secara tertulis.

a. 5 tahun; dan

b. Terbuks apabila
ada perintah
pengadilan f
lembaga
pemerintabian
secara tertulis,

a. Dapat memmbulkan
potensi
penyalahgunaan oleh
pihak-pihak vang

Mengamankan hak atas
kekayaan intelekiual dan
menghindan persamgan
usaha bdak sehat.

a. 35 tahun; dan

b, Terbuka apabila
ada perintah
pengadilan/




DASAR HUKUM

P
HONSEKUENS]I/ PERTIMBANGAN BAGI FUBLIK

NO INFORMASI PENGECUALIAN JANGKA WAKTU
INFORMASI DIBUKA DITUTUP
2) Tzin Perusaliaan Informasi Publik. tidak berwenang; lembaga
b. ‘Dapat menimbulkan pemerintahan
persalngan usaha socara tertulis.
yang tidak sehat; dan
¢. Dapat menggangeu
kepentingan
perlindungan hal
atas keleayvaan
intelekiual. ]
893 | Infermasi yang belum Pasal 6 Avat (3) hurufl & Dapat menyebabkan . Menghindari Tidak terbatas
dikuasal atanl Undang-Undang Nomor 14 pendistribusian data dan penyalahgunaan
didokumentasikan, Tahun 2008 tentang informasi vang tidak informasi;
Keterbukaan Informasi valid atau tidak tepat. + Menghindari
keleeliruan dalam

Publik.

pendistirnbusian data
dan informasi; dan

. Menjaga keakuratan

data dan inlormast,

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASLINFORMATIEA DAN
STATISTIE PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SELAKY PRJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTAS]
PROVINS! DAERAH. RH‘USUE IBURKOTA JAKARTA,

it
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